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LEMBARAN DAERAH
RABUPATEN TAPANULI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAPANULI TENGAH,

Menimbang; a. bahwa sesuai dengan ketentuan dslam Pasal 2 ayat (2) buruf h

Mengingat: 1.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi- Daerah, yeng menetapkan pengelolaan Parkir menjadi
Pajak Daerah Kabupaten, maka untuk pelaksanaannya dilapangan
perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a , perlu membentuk Pemtumanemh tentang Pajak Parkir;

Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang pembentukan
Daerah Gtonom Kébupaten—Kabupateﬁ dalam lingkungan Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1092);

. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang XKitab Undang-

Undang Hukum Acara Pldana (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1981 Nomer 76, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

. Undang—Unda.ng Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak

dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubshan Kedua atas Undang-
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Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaz'an Negara Republik Indonesia tahun 2000
Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3987);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak

(Lembaran Negara Repubhk Indones:a Tahun 2002 Nomor 27,
TambahanNegara Republﬂs Indonesia Nomor 4 189)

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana . telah dirubah beberapa kali dan terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
atas Undaxlg-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer

- 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor: 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);"

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tcntang Pelaksanaan

Kitab Undang ~ Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor: 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

10.Peraturag Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578); |

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); |

13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5161); o

14. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak

e Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penétapan Bupati atau Dibayar

Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
. dan
BUPATI TAPANULI TENGAH

MEMUTUSKAN:
. /pﬂb\ L)

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BABI
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Tengah;

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan ‘urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
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. Pemerintah Daerah adalah Bupati, dan perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanJumya disingkat DPRD, adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang
merupakan lembaga perwakilan rakyat daérah ‘sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah;

5. Bupati adalah Bupati Tapanuli Tehgah; ,
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas terte;itu di bidang perpajakan daerah

sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerak Kabupaten Tapanuli Tengah;

8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tapanuli Tengah;

10.

11.

12.

13.

14.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang
meliputi perseroan terbétas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, ﬁmia, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk. kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada
Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa
berdasarkan Undang-Undang dengan tidek mendapatkan imbalan secara

~ langsung dan digunakan untuk keperluan Daersh bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat;

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kenderaan bermotor; :

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kenderaan bermotor yang tidak
bersifat sementara; |

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD; adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang dihunjuk oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumish kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarmya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya
dengan jumlah kredit paJak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang
terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat
untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga
dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembeflﬂa(n adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan
Pajak Daerah, Surat Ketetapah Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat
Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang
Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh plhak
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap
Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
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23.

24.

(3)

(1)

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan
penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporar
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak
tersebut; '.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional
berdasarkan suatu standar  pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah dan retribusi daerah; |

Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB I
NAMA OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
T Pasal 2.

Dengan nama Pajak Parkir d1pungut Pajak atas penyelenggaraan parkir di luar
badan Jalan;
Objek Pajak Parkir adalah setiap penyelenggaraan tempat parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan
kenderaan bermotor;
Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan

untuk karyawannya sendiri; _
c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, dan Perwakilan

Negara Asing dengan asas timbal balik.

Pasal 3

Subjek Pajak Parkir adalah oang pribadi atau Badan yang melakukan parkir
kenderaan bermotor.
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(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan
tempat parkir.

BAB Il
DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK
Pasal 4
(1) Dasar pengenaan pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.
(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga Parkir, dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada
penerima jasa parikir.

Pasal 5
Tarif Parkir ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN
 _Pasal6
(1) Pajak Parkir Terutang dipungtit di wilayah Daerah.
(2) Besarnya Pajak terutang dﬂ'utung dengan cara mengaiikan tarif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4. |

BABV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
' Pasal7
Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender.
Pasal 8
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya satu tahun, takwim, kecuali jika

wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 9

(1) Setiap Wajib Pajak Parkir wajib mengisi SPTPD.

-7 _
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(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan
lengkap.

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bupati

~ selambat-lambatnya 15 (tima belas hari) setelah berakhirmya masa pajak.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena1 bentuk,isi dan tata cara pengisian SPTPD
diatur dengan Peraturan Bupati. -

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 10
(1) Wajib Pajak yang membaya.r sendiri, SPTPD sebagairnana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (1) digunakan unftuk menghitung, memperhitungkan dan

menetapkan pajak sendiri yang terutang.

(2) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Bupati dapat
menerbitkan:

a. SKPDKB;

b. SKPDKBT;

c. SKPDN.

(3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf a diterbitkan:

a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang
terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan dibitung sejak terutangnya pajal;

b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari
dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administratif berupa
bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang
atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh
empat) bulan d1h1tung éejak saat terutangnya pajak;

c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang
dihitung secara jabatan, dan dikenaikan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah
sanksi admisnistratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung saat terutangnya pajak.
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(1)

(2)

(3)

(1)
(@)

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) huruf b diterbitkan apabila
dittmukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang
menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terufahg, akan dikenakan
sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah
kekurangan pajak tersebut;

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan apabila jumlah
pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b tidak atau tidak
sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 2%
(dua persen) sebulan;

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
tidak dikenakan pada wajib pajak apabila melaporkan sendiri sebelum
dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11
Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang dlhunjuk
oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT,
dan STPD.
Apabila pembayaran Pajak dilakukan ditempat lain yang dihunjuk, hasil
penerimaan pajak harus disetor ke Kas Dacrah selambat-lambatnya 1x24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan menggunakan SSPD.

Pasal 12
Pembayaran Pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur
pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
yang ditentukan. '
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(1)

(2)

(1)

(2)

1)

Angsuran pembayaran pajak secbagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
(ﬁkﬂnﬂqnlsaxnainnﬂxmtknlbeﬂunubnn1n<kﬂu¥n1dﬂ«xnﬂqulbungascbmyu
Qﬁﬁkhﬂapcnxnnsebukuldangunﬂahlxgakyangtmhnnjuaulnnangtmwar
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda
pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi
;BngennanyangdﬁmﬁukandbmgnldﬂmnakmnbungaséhxarZ%ﬂdwapmsaﬂ
&ﬂnﬂanxkniﬁnnkﬂ1p@akyaﬂgbéhnnaﬁm;kunnu;bqwuz

Ketentuan lebih lanjut mengenai pernyataan untuk dapat mengangsur dan
rncnundalxxanwnan.&ﬂuiuna<xua1xnnbawnanznuﬁnuancknlpnnundaan
sebagaunana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 13
Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan
tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan. | |
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti
penﬂxwenmldanlmﬂq1penennuuu1paw&:&ﬂx@mnnanaJﬁmﬂﬂqnnipadaamat(U
diatur dengan Peraturan Bupati.

P

BAB VIII
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

 Pasal14
EﬁnatibgunnlaunlSkuatfbﬁngaunlahm;sunnﬂahlyangsqhnk;&ﬂx@piammﬂ
tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.
Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat
penngaunlaunlsunnlanlyangsqenu;vwgﬂ>pmaklmwusxnchnnnnngak)mmg
terutang.

Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis &ﬂx@@nnana
dnnaksudpmdaayatﬂ)dﬂ«ﬂuaﬂgmaokﬂlpqabat

Pasal 15
.&mﬂﬁbjunmﬂlpﬁakyanglmwusdﬂx@arﬁdakrndunadkamnjangﬁiwekul
sdxgphnana<ﬁhnﬁukan<hﬂan1ﬂmmmh;auan,Sunn;xmk@munlatulmnaikﬁn
yangsdenkgﬁnnkﬂlpmakyanglmuusdﬂxnmw,dﬂagﬁldmygnlmmzmpaksm
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(2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari
sejak tanggal surat teguran, atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 16
Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam
sesudah tanggal pemberitabuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat
Perintah melaksanakan penyitaan. |

- ' Pasal 17
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi hutang pajaknya
setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan surat perintah
melaksanakan penyitaan, Pejabat mengajukan permintaan penetapan tanggal
pelengangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 18
Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat
pelaksanaan lelang, juru sita memberitahukan dengan segera tertulis kepada Wajib
Pajak.

Pasal 19
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan
untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN
. Pasal20
(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan,
keringanan dan pembebasan pajak.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan

dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) diatur dengan
Peraturan Bupati.
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BABX
TATA CARA PEMBETULAN, PEMEATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU, PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 21
Bupati karena jabatan atau atas permohonan Waiib pajak dapat:
a. membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STFD, yang dapat penerbitannya
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam
penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;

b. membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak benar;

c. membatalkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga,
denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif atas SKPDKB, SKPDKBT,

dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Wajib

Pajak secara tertulis kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD dengan

membén'kan alasan yang jelas.

Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tigaj bulan sejak surat permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan

keputusan.

Apabila sudah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan,

pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administratif dianggap dikabulkan.

BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 22
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat
yang dihunjuk atas suatu:
a. SKPDKB;
b. SKPDKBT;
c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan
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e. pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga terdasarkan ketentuan
pertauran perundang-undangan perpajakan daerah.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak

tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu

itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit

sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

Keberatan yang tidak memenubhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan,

sehingga tidak dipertimbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat

yang dihunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos

tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 23
Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak dalam jangka
waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan.
Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda
membayar kewajiban pajak.

Pasal 24

Apabﬂa;mmgqﬁuu1kéﬂmaﬂn1sehmgﬁnunuidhnaksud<hﬂan1Phsa122znaulxnuﬁng
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kehbﬂun1penﬂxwannlPﬁakéﬁhxddﬂﬂquidam§n1dﬂanﬂxﬂldcngnlhnhﬂantnu@p
sebesar 2% (dua persen) sebulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(1)

BAB X1 .
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 25
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat. :

-13-



)

Pt W

(2)

)

)

(o)

©)

Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
diterimanya permohonan - pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati
atau Pejabat tidak memberikan keputusan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya kelebihan pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk dilunasi
terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama
2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah
Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP). ‘

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak setelah lewat jangka waktu
2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB , Bupati atau Pejabat memberikan
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pajak. ™

Pasal 26

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti

pembayaran.
BAB X1l
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 27
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui

(2)

jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali
apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila: =

a. diterbitkan Surat ‘feguran dan Surat Paksa; atau

b. pengakuan utangl Pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak
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(1)

Dabn1ha1dﬁmtmkanEhuath;nancknlSunnfhk&isdx@pﬁmmuidmmﬂmud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Paksa tersebut.
Pmugﬂnxulutmugpﬂaksxmanaknmﬁungsdmmmhnana<ﬁnﬁﬂﬁnx1padazqm1Cn
huruf b, adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih
mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
Payg&uan1nangsaznxﬁﬂakhnmﬁungsdx@ahmnmt&MxﬂmmdfmdaawatCn
huruf b, dapai diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau
pmmnuknnlpeuﬂmwannldanIxxnnﬂunnﬁlkdxnaﬁnidbhwmﬁﬂap@ak.

Pasal 28
Piutang pajak yang tidak mungkin ditangih lagi karena hak untuk melakukan
penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati. .
Kb&muuan.kﬂﬁh.kuﬁutxncngmmﬁ‘Eua<xua.pcnghapusan.phuanglxﬁak:yang
sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X1V
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29
Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi Insentif atas dasar
pencapaian kinerja tertentu.
Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melahii
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Keknnuan]cbﬂlknjtmIncngmmﬁiahacanapenﬂxxkn;dan;mmmnﬂha&ulhnxxmﬁ
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan
berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. '

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 30
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus secbagai Penyidik untuk melakukan penyidikan Tindak
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Pidana dibidang perpajakan daerah, sebagaiman dimaksud dalam Undaﬁg—

Undang Hukum Acara Pidana;

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang
berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

a. menerima, merncari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan

G

berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar
keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang keterangan perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan
tindak pidana perpajakan daerah;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;

memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan daerah; =~

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan
bukti tersebut;

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang perpajakan daerah; | ’

menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/ atau dokumen yang dibawa;

memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan
daerah; ‘

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

menghentikan penyidikan; dan/ atau

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang—uzfldangan

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikanhya kepada Penuntut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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BAB XVI
KETENTUAN PIDANA
- Pasal31
(1) Wajib Pajak yang karena kéalpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan
yang tidak benar sehmgga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua)
4 kali jumlah pajak yang terutang. | |
(2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang
tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat)
kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 32
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 tidak dituntut setelah
melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau
berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun Pajak atau berakhirnya
tahun Pajak.

Pasal 33
Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan Penerimaan Negara.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 34
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah tentang pajak mengenai Pajak Parkir sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini masih
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang,.
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EAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten

Tapanuli Tengah Nomor 31Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur
dengan Peratman Bupati.

N Pasal 37
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap '6Iang meﬁéeféhtﬁnya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah.

Ditetapkan di Pandan

pada tanggal 1 Desember 2011
BUPATI TAPANULI TENGAH

. ttd

RAJA BONARAN SITUMEANG

Diundangkan di Pandan
Pada tanggal 1 Desember 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

%’ﬁf |
USMAN BATUBARA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH NOMOR 29 TAHUN
2011 SERI B




